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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi (Studi 

Kasus KUPT Pertanian Sipalangka Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik 

Marapi)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pertanian oleh masyarakat 

Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi ini dilakukan tanpa 

sepengetahuan atau izin dari Pemerintah Daerah tersebut, dan untuk mengenai 

bagi hasil dari tanaman itu juga tidak ada. Dari dulu masyarakat sudah mengelola 

tanah milik Pemerintah Daerah ini secara bergantian karena tanah ini kosong dan 

tidak dikelola oleh pihak pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat tidak memiliki hak untuk mengelola atau menggarap tanah milik 

Pemerintah Daerah itu. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah 

untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik 

Marapi tidak dibenarkan dalam hukum Islam, selama masyarakat itu belum 

melakukan akad baik jual-beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, atau pinjam-

meminjam terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah sebelum mengelola tanah 

tersebut. 

B. Saran 

Dari hasil penenelitian yang tertuang dalam skripsi ini, penulis 

mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat khususnya yang mengelola tanah yang bukan milik pribadi 

harusnya meminta izin kepada pemilik tanah yang dilakukan atas tanahnya yang 

tidak terpakai, sehingga akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk 

kemaslahatan orang lain.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

rujukan guna penelitian lanjutan khususnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya guna memperoleh 

hasil yang sesuai dan lebih relevan dengan hukum Islam  
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